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BUPATI TANGERANG 

PROPINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI TANGERANG 

NO MOR 66 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 

DEN GAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANGERANG, 

Menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 

ayat (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, telah 

ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 

tentang Penerapan Manajemen Risiko; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern, Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan berkewajiban melakukan pembinaan 

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

Daerah dengan menetapkan Peraturan Deputi Bidang 

Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan , 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 

Tahun 2019 ten tang pedoman Pengelolaan Risiko pada 

Pemer intah Daerah; 

c. bahwa peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, belum mempedomani ketentuan dalam Peraturan 

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan 

Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

Nomor 04 Tahun 2019 ten tang pedoman Pengelolaan 

Risiko pada Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti; 

d. b a h w a . . .  

a  
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Pengelolaan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tangerang; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang­ 

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

5. Undang-Undang... 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

1 1 .  Keputusan Presiden Nomor 7 4 Tahun 2001 ten tang Tata 

Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

12. Peraturan.. 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 

Menetapkan 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

13. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan 

Keuangan Daerah Sadan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 1  Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 1 1 ,  Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) ;  

15. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2015 

tentang Piagam Audit Pemerintah Kabupaten Tangerang 

Intern (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 

Nomor 109); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

MANAJEMEN RIS!KO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN TANGERANG. 

BAB I . .  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kabupaten Tangerang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tangerang. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Inspektorat Kabupaten Tangerang yang selanjutnya 

disebut Inspektorat adalah PD yang merupakan aparat 

pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab 

langsung kepada Bupati. 

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang 

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 

pemerintah daerah. 

7. Unit Pemilik Risiko adaJah unit kerja yang bertanggung 

jawab melaksanakan pengelolaan Risiko Risiko. 

8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas 

memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada Unit 

Pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan PD. 

9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam 

pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran PD. 

10. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan 

pengendalian yang sudah ada. 

1 1 .  Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko 

yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi 

kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk 

menetapkan level atau status Risikonya; 

12. Identifikasi . . .  
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12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, 

dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat 

terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap 

pencapaian tujuan. 

13. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan 

kontinyu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, 

evaluasi, penanganan, monitoring, dan reviu yang 

dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya. 

14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat 

RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang 

akan dilakukan oleh PD. 

15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu 

kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, 

rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 

16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau 

prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau 

yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu 

kegiatan dalam mencapai tujuan. 

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

18. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat dengan 

Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

19. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disebut 

RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program 

dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah. 

Pasal 2 

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 

acuan bagi pejabat/ seluruh pegawai pada Daerah untuk 

melakukan pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah. 

Pasal 3 . . .  
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Pasal 3 

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk 

memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka 

mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah 

BAB JI 

PENGELOLAAN RISIKO 

Pasal 4 

{1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas 

tujuan strategis Pemerintahan Daerah, tujuan strategis 

PD, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya. 

{2) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui: 

a. pengembangan budaya sadar Risiko; 

b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan 

c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko. 

Bagian Kesatu 

Pengembangan Budaya Sadar Risiko 

Pasal 5 

(1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan 

sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah 

(2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai 

di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan 

kerja; 

b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses 

pengambilan keputusan di seluruh tingkatan 

organisasi; dan 

c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian 

yang mendukung penciptaan budaya Risiko. 

(3) Bentuk. . .  
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(3) Bentuk pengembangan budaya sadar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa: 

a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengarnbilan 

keputusan; 

b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen 

Risiko; 

c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; 

dan 

d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses 

organisasi. 

Bagian Kedua 

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko 

Pasal 6 

(1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur 

pengelolaan Risiko, yang terdiri atas: 

a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan 

Risiko; 

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator 

penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah 

Daerah; 

c. Bupati dan Pimpinan PD sebagai Unit Pemilik Risiko; 

d. Asisten Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan 

e. lnspektur sebagai penanggung jawab pengawasan. 

(2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, berwenang 

menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko 

Pemerintah Daerah; 

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan 

pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang 

mengooordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

(4) Bupati . . .  

Risiko 
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(4) Bupati dan pimpinan PD sebagai Unit Pemilik Risiko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di 

lingkup kerjanya; 

(5) Asisten Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan 

pengelolaan Risiko pada Unit Pemilik Risiko di lingkungan 

Pemerintah Daerah dan PD; 

(6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang 

memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan 

pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. 

Pasal 7 

( 1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah 

Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko. 

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a. Bupati sebagai ketua; 

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

koordinator merangkap anggota; dan 

c. Kepala PD sebagai anggota. 

(3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), memiliki tugas: 

a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko 

Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, 

bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan 

Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; 

b. membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan 

pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 8 

(1) Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab 

pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 

ayat ( 1) huruf c terdiri atas: 

a. U n i t . . .  
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a. Unit Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah; 

b. Unit Pemilik Risiko tingkat esselon II; dan 

c. Unit Pemilik Risiko tingkat esselon III dan esselon IV. 

(2) Unit Pemilik Risiko tingkat Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a memiliki 

tugas: 

a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat 

Pemerintah Daerah; 

b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di 

tingkat Pemerintah Daerah; 

c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah 

Daerah; 

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan 

Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan 

e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko. 

(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat esselon II sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf b memiliki tugas: 

a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit 

esselon II pada PD masing-masing; 

b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di 

tingkat unit esselon II pada PD masing-masing; 

c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD; 

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan 

Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan 

e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko. 

(4) Unit Pemilik Risiko tingkat esselon III dan esse lon IV 

sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf b memiliki 

tugas: 

a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan; 

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan 

Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan 

c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko. 

Bagian Ketiga . . . 
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Bagian Ketiga 

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko 

Pasal 9 

(1) Proses pengelolaan Risiko meliputi: 

a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian; 

b. penilaian Risiko; 

c. kegiatan pengendalian; 

d. informasi dan komunikasi; dan 

e. pemantauan. 

(2) Proses pengelolaan Risiko scbagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. 

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. 

(4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses 

manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya 

organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis 

organisasi. 

Paragraf Kesatu 

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian 

Pasal 10 

( 1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

diperlukan untuk menentukan rencana penguatan 

lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan 

budaya Risiko dan pengelolaan Risiko. 

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara 

mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub 

unsur lingkungan pengendalian intern. 

Paragraf... 
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Paragraf Kedua 

Penilaian Risiko 

Pasal 1 1  

(1) Penilaian Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi 

Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan 

instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan 

pengendalian Risiko yang dipcrlukan untuk memperkecil 

Risiko. 

(2) Penilaian Risiko dilakukan atas: 

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah; 

b. tujuan strategis (entitas) PD; dan 

c. tujuan operasional (kegiatan) PD. 

(3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan 

RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD. 

(4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) PD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan 

Renstra PD atau segera setelah diselesaikannya Renstra 

PD. 

(5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) PD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA 

PD atau segera setelah diselesaikannya RKA PD. 

(6) Proses penilaian Risiko meliputi 

a. penetapan konteks/tujuan; 

b. Identifikasi Risiko; dan 

c. Analisis Risiko. 

Pasal 12 

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan 

konteks/tujuan dan penetapan kriteria Risiko. 

Pasal 13 . . .  
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Pasal 13 

konteks/tujuan bertujuan untuk 

menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai 

dengan rencana strategis clan rencana kinerja tahunan. 

(2) Tujuan dalam pengelolaan Risiko dibagi menjadi tiga 

tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, 

konteks strategis (entitas) PD dan konteks operasional 

(kegiatan). 

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah 

ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah 

Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD. 

(4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) PD ditetapkan 

berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana tercantum 

dalam dokumen Renstra PD. 

(5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan 

berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam 

dokumen RK.A PD. 

(1) Penetapan kriteria 

Pasal 14 

penilaian Risiko bertujuan 

memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria 

penilaian dan analisis atas Risiko. 

(2) Kriteria penilaian Risiko meliputi: 

a. skala dampak Risiko; 

b. skala kemungkinan Risiko; dan 

c. skala tingkat Risiko. 

Pasal 15 

(1) Identifikasi Risiko bertujuan untuk mengidentifikasi 

Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di 

lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan 

strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) PD, 

dan tujuan operasional (kegiatan) PD. 

(2) Tahap . . .  
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(2) Tahap pelaksanaan ldentifikasi Risiko meliputi kegiatan: 

a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat 

pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, 

sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan 

b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko 

dalam daftar Risiko. 

Pasal 16 

( 1) Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan 

nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai 

kemungkinan dan dampaknya. 

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) 

informasi untuk menciptakan rencana 

sebagai 

tindak 

suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko 

pengendalian. 

(3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan: 

a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan 

Risiko; 

b. memvalidasi Risiko; 

c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang 

dibutuhkan; dan 

d. menyusun RTP. 

Paragraf Ketiga 

Kegiatan Pengendalian 

Pasal 17 

( 1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk 

mengimplementasikan RTP. 

(2) Implementasi RTP meliputi kegiatan: 

a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang 

antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau 

prosedur; dan 

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. 

Paragraf... 
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Paragraf Keempat 

Informasi dan Komunikasi 

Pasal 18 

( 1) lnformasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan 

telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang 

efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, scjak 

penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses, 

penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. 

(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan 

sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam 

melakukan pengelolaan Risiko. 

Paragraf Kelima 

Pemantauan 

Pasal 19 

( I) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa 

pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan. 

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara 

berjenjang mulai dari Bupati, Kepala PD (pejabat esselon 

JI), Kepala Bagian/Kepala Kantor/Kepala Bidang (pejabat 

esselon Ill), Kepala Seksi/Kepala Subbagian/Kepala 

Kelurahan/Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala 

Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis (pejabat esselon 

IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. 

(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah 

Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit 

Kepatuhan. 

(4) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat 

dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung 

jawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi audit, 

Reviu, pemantauan, Evaluasi, dan pengawasan lainnya. 

BAB Ill . . .  
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BAB lII 

PELAPORAN 

Pasal 20 

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan 

Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan 

pengelolaan Risiko. 

(2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi: 

a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko; 

b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik 

Risiko; dan 

c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit 

Kepatuhan internal. 

(3) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, disusun setelah dilakukan 

penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis 

Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) 

PD, dan penilaian Risiko operasional PD. 

(4) Laporan pelaksanaan Risiko dibuat oleh Unit Pemilik 

Risiko disampaikan kepada Bupati dengan tembusan 

kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan internal. 

(5) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian 

Risiko dan/ atau dokumen rencana tindak pengendalian. 

(6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik 

Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dilakukan setiap triwulan dan tahunan disampaikan 

kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris 

Daerah dan Unit Kepatuhan internal. 

(7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik 

Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan 

oleh Unit Pemilik Risiko Daerah, sedangkan untuk tingkat 

strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan 

oleh Unit Pemilik Risiko tingkat esselon II. 

(8) Laporan. . .  
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(8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan 

internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

dilakukan setiap triwulan dan tahunan disampaikan 

kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris 

Daerah. 

(9) Jenis dan format laporan-laporan tercantum dalam 

lampiran I dan lampiran II dan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen 

Risiko (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 

Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 2 . . .  
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Pasal 22 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Serita Daerah Kabupaten Tangerang. 

Ditetapkan di Tigaraksa 

pad a tanggal 24 Oktober 202 I 

TANGERANG, 

A. ZAKI ISKANDAR 

Diundangkan di Tigaraksa 

pada tanggal 24 Oktober 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

KAB AT N TANGERANG, 

MOCH. MAESYAL RASYID 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 66 



LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI TANGERANG 

NOMOR 66 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN TANGERANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 

13 ayat (1) yaitu Pimpinan lnstansi Pemerintah wajib 

melakukan penilaian risiko; dan 

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan 

Pedoman Pengelolaan Risiko. 

B. Tujuan Penyusunan Pedoman Penyusunan pedoman ini 

dimaksudkan sebagai panduan dalam: 

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaiann tujuan 

pemerintah daerah; dan 

2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta 

memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan 

Pemerintahan Kabupaten Tangerang. 

II. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG 

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko 

Konteks pengeiolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten 

Tangerang dilakukann atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, 

tujuan strategis {entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan 

(operasional) OPD. 
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1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah 

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan 

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 

strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen 

Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah 

dilakukann oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, 

dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat 

Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah. 

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) OPD 

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan 

risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD 

yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD 

(Renstra OPD). Pengelolaan risiko strategis OPD dilakukann oleh 

masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, 

sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik 

Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4. 

3. Pengelolaan Risiko Operasional OPD 

Pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan 

mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran 

operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen 

perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja 

OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD). 

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD 

dilakukann oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran 

manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat 

Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4. 

B. Penetapan kriteria penilaian risiko 

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan 

pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria 

penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, 

sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang 

dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan 

memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko 

terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala 
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Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat 

Risiko (Nilai Risiko). 

1 .  Skala Dampak Risiko 

Tabel Skala Risiko 

Kategori Dampak Skor Uraian 

Sangat signifikan/ 5 Pengaruh terhadap 

Sangat besar pencapaiann tujuan sangat 

signifikan 

Signifikan / Besar 4 Pengaruh terhadap 

pencapaiann tujuan tinggi/ 

signifikan 

Sedang /Medium 3 Pengaruh terhadap 

pencapaiann tujuan sedang 

Kurang 2 Pengaruh terhadap 

Signifikan/Kecil pencapaiann tujuan rendah/ 

kurang signifikan 

Tidak Signifikan I Pengaruh terhadap 

pencapaiann tujuan tidak 

signifikan 

Conteh Skala Dampak Risiko 

Kategori Skor Operasional Dampak Risiko 

Dampak Keuangan Kinerja Reputasi Hukum 

Sangat 5 Kerugian Kegiatan Negatif, Pelanggaran 

Tinggi sangat terhenti, terse bar serius, 

besar tujuan luas di terkena 

tidak banyak sanksi 

tercapai media 

Tinggi 4 Kerugian Kegiatan Negatif, Pelanggaran 

besar sangat tersebar di serius, 

terhamb beberapa sanksi 

at, tidak media tertulis 

efektif nasional/lo 

kal 

Sedang 3 Kerugian Kegiatan Negatif, Pelanggaran 
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cukup terhamb tersebar di biasa, 

besar at, beberapa sanksi 

kurang media lokal tertulis 

efektif 

Kecil 2 Kerugian Kegiata Negatif, Pelanggaran 

kecil, n terdapat biasa, 

kurang terhamb pemberitaan sanksi 

material at, teguran 

kurang 

efisien 

Tidak 1 Kerugian Hambat Ada Tidak 

Signifikan tidak an pemberitaan material 

material kegiatan negatif, tapi 

tertanga tidak 

ni, material 

tujuan 

tercapai 

2. Skala Probabilitas Risiko 

Tabet Probabilitas Risiko 

Tingkat Kemungkinan Skor Uraian 

Terjadi Risiko 

Sangat signifikan / 5 Kemungkinan terjadinya risiko 

Hampir pasti terjadi sangat sering (70%) 

Kemungkinan besar / 4 Kemungkinan terjadinya risiko 

Sering terjadi sering (51-70% 

Kadang-kadang 3 Kemungkinan terjadinya risiko 

/Mungkin terjadi kadang-kadang ( 3 1 -  50%) 

Kemungkinan 2 Kemungkinan terjadinya risiko 

kecil/Jarang jarang ( 1 1 - 3 0 % )  

Sangat jarang 1 Kemungkinan terjadinya risiko 

sangat jarang ( 0 -  10%) 
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Contoh Probabilitas Risiko 

Kategori Skar Operasional Dampak Risiko 

Dampak Kejadian Tunggal Kejadian Berulang 

Sangat 5 Kemungkinan Negatif, tersebar luas di 

Sering terjadinya risiko banyak media 

sangat sering (>70%) 

Sering 4 Kemungkinan Negatif, terscbar di 

terjadinya risiko sering beberapa media 

( 5 1 -  70%) nasional/lokal 

Kadang­ 3 Kemungkinan Negatif, tersebar di 

kadang terjadinya risiko beberapa media lokal 

kadang-kadang ( 3 1 ­  

50%) 

Jarang 2 Kemungkinan Negatif, terdapat 

terjadinya risiko jarang pemberitaan 

( 1 1 - 3 0 % )  

Sangat 1 Kemungkinan Ada pemberitaan 

Jarang terjadinya risiko negatif, tapi tidak 

sangatjarang ( 0 -  1 0 %)  material 

3. Skala Nilai Risiko 

Tabel Matriks Analisis Risiko 

Dampak/Konsekuensi 

Sangat 

Signifikan 

Kecil Sedang Besar Tidak MATRIKS 

ANALISIS RISIKO signifikan 

l l. l, I. l 

� 
Sangat 

z sermg 
·- U 

• Sering 
'C' 
0 

• 0 Kadang­ 
C .4 
! % kadang C E 
5 
b0 Jarang 
C 
� 

Sangat £ 
0 

4 Jarang 

5 

4 

3 

2 

1 
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Tabel Nilai Risiko 

Tingkat Risiko Nilai Risiko 

Sangatrendah 1 - 5  

Rendah 6 -  10  

Sedang 1 1 - 1 5  

Tinggi 1 6 - 2 0  

Sangat Tinggi 2 1 - 2 5  

Nilai risiko=Nilai kemungkinan terjadi X Nilai 

dampak/konsekuensi. 

c. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko Waktu, 

tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai 

berikut: 

Tahapan Taha pan 
No. Waktu Manajemen Pengelolaan 

Pemda Risiko 

1 .  Proses Proses - Arahan dan - Komite - Dokumen 
penyusunan penyusunan kebijakan pengelolaan Arahan 

RPJMD (Satu RPJMO penilaian Risiko dan 
tahun risiko 5 - Sekda selaku kebijakan 
sebelum tahunan Koordinator penilaian 
RPJMD 5 - Penyusunan - UPR Pemda risiko 

tahunan Risiko (Kepala Daerah 5 Tahunan 
berjalan sd Strategis dan Kepala - Daftar 
RPJMD Pemda OPD/SKPD) Risiko dan 
ditetapkan) RTP 

Strategis 
Pemda 

2. Proses poses Penyusunan - Komite Daftar Risiko 
penyusunan penyusunan Risiko Strategis pengelolaan dan RTP 
Renstra OPD Renstra 0PD (Entitas) 0PD risiko Strategis 
(Satu tahun - Sekda selaku (Entitas) OPD 
sebelum Koordinator 
RPJMD 5 - UPR Tingkat 
tahunan Es.I Es. 2 
berjalan sd (Kepala 
RPJMD OPD/SKPD dan 
ditetapkan) Kabag/ Kabid 

OPD) 

3. Januari - Mei Penyusunan Arahan dan Komite Dokumen 
Tahun 201X­ RKPD dan kebijakan Pengelolaan Risiko Arahan dan 
I Renja OPD penilaian risiko kebijakan 

tahunan penilaian 
risiko 
tahunan 
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4. Agustus­ Penyusunan Penyusunan - Kepala OPD Daftar 

September RKA OPD RBiko - Unit Pemilik risiko dan 

201Xx-1 (Penetapan Operasiona! 0PD Risiko Tingkat RTP 

rencana Es 3, 4 OPD Operasional 

sasaran & OPD 

pagu 
anggaran 
per kegiatan) 

5 Oktober Penyusunan - Pengomunika - Kepala OPD - Perbaikan 
Tahun 201X- RAPBD, Perda Si an Risiko - Komite RTP 

1 APBD dan RTP, Pengelolaan - KSOP 

Penyusunan Risiko - Notulen 
6 November ­ Penyusunan atau Revisi - UPR Tingkat pengomuni 

Desember Rancangan KSOP Pemda, Tingkat ka sian 
Tabun 201X­ DPA OPD, Pengomunika Eselon 1, 2, 3, Finalisasi 
1 dan sian dan4 Daftar 

penetapan perubahan Sekda selaku risiko dan 
DPA OPD KSOP koordinator RTP 

7 Januari sd Pelaksanaan Penyusunan - Komite KSOP 

Desember APBD atau Pengelolaan 
Tahun 201X penyempurnaan Risiko 

KSOP (Tindak - UPR Tingkat 
lanjut RTP] Pemda, Tingkat 

Eselon 1, 2, 3, 
dan 4 

Pelaksanaan - Komite Bukti 
KSOP Pengelolaan pelaksanaan 

Risiko KSOP 

Kepala OPD 

- Pelaksana 
Program dan 
kegiatan 

Berkala Pelaporan dan - UPR Tingkat Form 
(Triwulanan) monitoring risiko Pemda, Tingkat Monitoring 

dan KSOP Eselon l dan 2, Risiko 
Tingkat Eselon - Form 
3 dan 4 Monitoring 
Unit Kepatuhan TLRTP 

Sekda selaku 
koordinator 

Pemantauan - Unit Kepatuhan - Notulen 
kinerja, risiko, Pengelolaan rapat 
dan efektifitas Risiko Laporan 
KSOP yang pernantaua 
dibangun n 

(triwulana 
n, 
tahunan, S 
tahunan) 

Juni-Juli Penyusunan Reviu dan - UPR Pemda Daftar Risiko 
Tahun 201X KUA PPAS pemutakhiran (Kepala Daerah dan 

(Penetapan Risiko Strategis dan Kepala RTP Strategis 
sasaran Pemda. OPD/SKPD Pemda yang 
makro dan -- Sekda selaku dimutakhirka 

Dag Catatan: Koordinator n 
anggaran 
Pemda) Risiko strategis 

Pemda akan 
direvru dan 
dimutakhrkan 
setiap tahun 
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Agustus­ Penyusunan Reviu dan - Kepala Daerah Daftar Risiko 

September RKA OPD pemutakhiran - Sekda selaku dan RTP 

201X (Penetapan Risiko Strategis Koordinator Strategis 

rencana (Entitas) OPD - Unit Pemilik 
[Entitas) 0PD 

sasaran & RiSikO Tmgkat 
pagu Catatan: Es. 2 (Kepala 
anggaran OPD/SKPD dan 
per kegiatan) Risiko strategis Kabag,/Kabid 

(entitas) OPD 0PD] 
akan direviu dan 
dimu takhirkan 
setiap tahun 

8 Januari ­ Pelaporan Pelaporan - Kepala Daerah Laporan 

Februari Keuangan Pengelolaan - Kepala OPD Pengelolaan 

Tahun Risiko Tahun - UPR Tingkat Risiko Tahun 

201X+1 201X Pemda, Tingkat 201X 

Eselon 2, 
Tin.gkat Eselon 
3 dan 4 

- Unit Kepatuhan 

- Sekda selaku 
koordmator 

9 Februari ­ Reviu APIP Evalasi - lnspektorat Laporan 

Maret Tahun pengelolaan (APIP Daerah) Evaluasi 

201X+1 nsiko oleh APIP Pengelolaan 
Risiko 

Penilaian - Kepala Daerah Laporan 

Maturitas Kepala OPD Penilaian 

SPIP - Inspektorat 
Maturitas 

(APIP) Daerah 
SPIP 
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Ill. PENGELOLAAN RISIKO PEMERJNTAH KABUPATEN TANGERANG 

A. Struktur Pengelolaan Risiko 

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Tangerang 

adalah sebagai berikut: 

-- 

+ 8NG8400%6a 

ta0TL.84. 

Gd 

eel 

• Oh 

f±±el 
QA09A .N 

r=-i········· 

==] 

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut : 

1. Penanggung jawab 

Kepala Daerah sebagai penanggung jawab berwenang 

menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah 

Daerah. Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, kepala 

daerah juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses 

penilaian risiko pada pemerintah daerah yang dipimpinnya. 

Kepala Daerah menetapkan Pedoman Penilaian Risiko 

Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan 

pengelolaan risiko. 

2. Koordinator penyelenggaraan 

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan 

berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan 

pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, 

Sekda selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan 

kegiatan antara lain : 

1. menyusun jadwal/ agenda penilaian risiko; 

2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelola 

risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan 

notulen; 

3. memfasilitasi proses penilaian risiko; 

4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan. 
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3. Unit Pemilik Risiko; 

Unit Pemilik Risiko merupakan unit organisasi yang 

bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup 

kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai 

berikut: 

1) Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (risk assessment) 

atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, 

scrta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja 

masing-masing. 

2) Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi daJam 

pelaksanaan kegiatan sehari-hari. 

3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian 

kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam 

unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan 

dini (early warning indicator) dan sebagai database untuk 

memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang. 

4) Menyusun hasil penilaian risiko (risk assessment) untuk 

dilaporkan kepada Unit Kepatuhan. 

5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelola Risiko 

tentang pelaksanaan pengendalian risiko. 

6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap 

pelaksanaan pengendalian. 

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Unit pemilik risiko tingkat pemerintah daerah; 

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat pemerintah daerah, 

terdiri dari : 

Ketua Kepala Daerah, selaku pemilik 

risiko tingkat pemerintah 

daerah 

Koordinator Teknis Kepala Bappeda, atau unit 

merangkap Anggota lain yang menangani 

perencanaan 

Anggota Seluruh kepada OPD 

(Sekretariat Daerah, 
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Sekretariat DPRD, lnspektur, 

Kepada Dinas, Kepala Badan, 

Kepala UPTD pemerintah 

daerah dan Direktur RSUD, 

dan scbagainya). 

2) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 2; 

Struktur Unit Pemilik Risiko tingkat unit Eselon 2, 

terdiri dari: 

Ketua Sekretaris Daerah (Untuk 

Kabupaten), Kepala OPD, 

selaku pemilik risiko tingkat 

OPD 

Koordinator Teknis Sekretaris OPD/ Kepala 

merangkap Anggota Bagian/ Bidang yang 

menangam perencanaan pada 

OPD 

Anggota Seluruh Kepala Bagian/ 

Bidang/ I rban pad a O PD yang 

bersangkutan 

3) Unit pemilik risiko tingkat unit Eselon 3 dan 4; 

Ketua Kepala Bagian/ Bidang, selaku 

pemilik risiko tingkat kegiatan 

Koordinator Teknis Kepala Sub Bagian/ Sub 

merangkap Anggota Bidang/ Seksi/ Pegawai/ Staf 

yang ditunjuk untuk 

menangant perencanaan 

kegiatan pada OPD 

Anggota Seluruh Kepala Sub Bagian/ 

Sub Bidang/ Seksi pada 

Bagian/ Bidang yang 

bersangkutan 
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4. Komite pengelolaan risiko 

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat 

pemerintah daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Komite 

Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut : 

1) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal 

terkait keputusan strategis yang menyimpang dari 

prosedur normal; 

2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko 

pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, 

supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan 

pemerintah daerah; 

3) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan 

pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada 

Kepala Daerah melalui Sckretaris Daerah. 

4) Menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi 

pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah 

proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim 

BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau 

pihak lain yang berkompeten. 

Komite pengelola risiko terdiri dari : 

l) Kepala Daerah sebagai ketua; 

2) Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator 

merangkap anggota; 

3) Kepala OPD sebagai anggota. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko 

dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala 

Daerah. 

Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, 

laporan triwulanan dan 

Komite 

tahunan Pengelolaan membuat 

kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan 

kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah dengan contoh 

outline dalam Lampiran II Format 3. 

5. Unit kepatuhan 

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau 

pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak 
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sebagai unit kepatuhan pada OPD. Masing-masing asisten akan 

melakukan pemantauan terhadap OPD yang berada di bawah 

koordinasinya sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah 

(Perkada) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. 

Pembagian OPD didasarkan kepada rumpun urusan sebagai 

berikut : 

1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 

melakukan pemantauan atas Perangkat Daerah yang 

berkaitan dengan urusan pemerintahan dan kesejahteraan 

rakyat. 

2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, melakukan 

pemantauan atas Perangkat Daerah yang berkaitan dengan 

urusan perekonomian dan pem bangunan. 

3) Asisten Administrasi Umum, melakukan pemantauan atas 

Perangkat Daerah yang berkaitan dengan urusan 

administrasi umum. 

Dalam melakukan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk 

tim teknis melalui Surat Keputusan Kepala Daerah. 

6. Penanggung jawab pengawasan. 

Inspektorat sebagai penanggung jawab pengawasan, 

bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi 

terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya, Inspektorat melakukan kegiatan antara 

lain: 

1) Memberikan lay a nan konsultasi pen era pan pengelolaan 

risiko pada pemerintah daerah; 

2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas 

pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Instansi Pemerintah; 

3) Melakukan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang 

bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara 

keseluruhan. 

Efektivitas struktur pengelolaan risiko dipengaruhi antara 

lain oleh komitmen pimpinan, budaya sadar risiko, dan 

kejelasan struktur pengelolaan risiko. 
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B. Proses Pengelolaan Risiko 

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen 

dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tangerang dengan tahapan sebagai berikut: 

I l I 
Identifikasi Kelemahan Lingkungan . ... 

····- 

� 
Pengendalian Intern (l) 

. .;; . . . . . . . . 
Risiko () 

. . . .  

g  Penilaian 

z . . . . . . . .  
-  Penetapan Konteks/Tujuan" 

5 
� 

• 
c 

£ I et 

e ­ Identifikasi Risiko h £ 
c 

.....  +  . 
... .......• 

r 
eo ee 

e 

I  E 
L a 
cu 

Analisis Risiko � 
c 

Ee 
....... ....• . .. . 

9 . .  .  . . .  
I  £  

.  Kegiatan Pengendalian (3) ............ ' 

I I  

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci 

sebagai berikut: 

1. ldentifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

intern disajikan sebagai berikut : 

Tujuan Mengidentifikasi kelemahan- 

kelemahan dalam setiap sub unsur 

lingkungan pengendalian intern 

Keluaran Simpulan kondisi lingkungan 

pengendalian intern dan kelemahan 

setiap sub unsur lingkungan 

pengendalian intern yang 

memerlukan perbaikan 

Pelaksana/Pihak - Sekda selaku koordinator 

Terkait - Unit Pemilik Risiko Pemerintah 

Daerah (Kepala Daerah/Kepala 

OPD/Eselon II) 

- Fasilitator 

Waktu - Penyusunan RPJMD 

- Direviu/dimutakhirkan setiap 
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tahun pada saat penyusunan 

KUA/PPAS 

Sumber Data Utama - Reviu dokumen, analisis 

informasi dari media massa, 

wawancara dll. 

- Survei persepsi atas lingkungan 

pengendalian intern dengan 

metode CEE 

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

dilakukann dengan melakukan penilaian atas kondisi 

lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan 

pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah. ldentifikasi kelemahan lingkungan pengendalian 

dalam urusan wajib/pilihan dilakukann dengan langkah­ 

langkah sebagai berikut: 

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian; 

1) Persiapan Data; 

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan 

pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah 

dapat berupa: 

a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang 

bersangkutan misalnya audit operasional, audit 

kinerja, dan audit lainnya atas urusan 

wajib/pilihan terkait; 

b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan 

wajib/ pilihan oleh Inspektorat; 

c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian 

urusan wajib / pilihan pemerintah daerah; 

d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan 

pemerintah daerah dari berbagai sumber misalnya 

media massa, internet, hasil penelitian, dan 

sumber-sumber lain yang relevan. 

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan 

pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner 

{contoh kertas kerja dalam lampiran 2 format 2.a) 
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pengendalian lingkungan 

b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian 

melalui reviu dokumen; 

Penilaian kelemahan 

pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan 

gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan 

pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukann dengan 

menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah 

persiapan penilaian. Dalam pedoman ini, sebagai contoh 

data yang digunakan untuk menilai kelemahan kondisi 

lingkungan pengendalian intern pada pemerintah daerah 

secara umum yaitu: 

1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Kabupaten 

XYZ dan LHP BPK; 

2) Berita pada media massa. Dari data di atas, 

selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan 

lingkungan pengendalian intern di pemerintah daerah 

sebagaimana disajikan pada lampiran 2 Format 2.b 

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control 

Environment Evaluation (CEE); 

Survei ini dilakukann dalam rangka mendapatkan data 

persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi 

Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah 

daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode Control 

Environment Evaluation (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri 

atas pengendalian/ Control Self Assessment (CSA) yang 

diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian. 

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu 

diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukann 

klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang 

memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukann 

penilaian. 

Contoh simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian 

intern pemerintah daerah menurut metode CEE yang 

diterapkan oleh peserta FGD Pemda Kabupaten Tangerang 

yaitu memadai atau kurang memadai sebagaimana 

disajikan dalam Lampiran 2 Format 2.a. 
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Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan 

wajib pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan 

kelemahan Lingkungan Pengendalian pada sub unsur 

Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang 

Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun 

prosedur pemilihan SDM belum dilakukann dengan baik. 

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan 

wajib / pilihan. 

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei 

persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan 

Pengendalian pad a pemerin tah daerah dengan 

menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam 

lampiran 2 Format 2.c. 

Pemerintah daerah dapat melakukan wawancara/ 

konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi 

informasi yang kurang jelas/ memerlukan pendalaman 

dalam rangka penarikan kesimpulan. 

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian Lingkungan 

Pengendalian adalah sebagai berikut: 

1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika: 

Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah 

karena tersangkut kasus hukum. 

2) Komitmen terhadap Kompetensi 

a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan 

kompetensi dan pengalaman. 

b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga 

kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum 

memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan 

kesehatan di Era JKN. 

3) Kepemimpinan yang Kondusif 

a) Pimpinan belum menetapkan 

pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan 

arah pengelolaan risiko. 

b) Rencana strategis dan rencana kerja pemerintah 

daerah belum menyajikan informasi mengenai 

risiko. 

kebijakan 
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c) Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ be1um 

optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan 

Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana 

mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek 

dokter. 

4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat 

tentang Pembinaan SDM 

a) Pemda belum mengintemalisasi budaya sadar 

risiko. 

b) Belum terdapat pemberian reward dan/atau 

punishment atas pengelolaan risiko. 

c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan 

dalam perhitungan penghasilan. 

d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai. 

e) Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki 

strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian 

SDM keschatan di Puskesmas. 

0 Pemenuhan 

Kabupaten XYZ 

tenaga kesehatan di RSUD 

belum memperhatikan tingkat 

kebutuhan dalam pemberian pelayanan 

kesehatan. 

5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif 

Inspektorat Daerah belum melakukan audit 

kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis 

pemerintah daerah yang melibatkan beberapa OPD 

terkait. Audit kinerja yang dilakukann masih sebatas 

audit kinerja pada Di.nas Kesehatan. 

Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan 

Pengendalian yang baik, sedapat mungkin Kepala 

Daerah/Kepala OPD diikutkan dalam pembahasan 

kondisi Lingkungan Pengendalian. Simpulan akhir atas 

kondisi Lingkungan Pengendalian pemerintah daerah 

akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak 

perbaikan Lingkungan Pengendalian. 

Proses identifikasi kelemahan Lingkungan 

Pengendalian dapat mengacu pada Perka BPKP No. 25 



- 1 9 ­  

Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Control 

Environment Evaluation (CEE). 

2. Penilaian Risiko 

a. Penetapan Konteks/Tujuan 

L Menetapkan tujuan dan pemilihan tujuan urusan 

wajib /pilihan yang akan dilakukann penilaian risiko; 

1) Penetapan Konteks/Tujuan Tingkat Pemerintah 

Daerah 

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis 

pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 

(1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, 

serta data lainnya terkait perencanaan 

seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb; 

(2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator 

Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang 

diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam 

RPJMD; 

(3) Identifikasi data atau informasi lain yang 

relevan misal prioritas pembangunan atau 

program unggulan terkait dengan 

tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan 

yang dipilih berdasarkan RPJMD; 

(4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis 

pemerintah daerah yang akan dilakukann 

penilaian risiko.Sasaran yang akan 

dilakukann penilaian risiko bisa seluruh 

atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; 

(5) Tuangkan hasil identifikasi pada Lampiran 2 

Form 2d. 

2) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) 

OPD 

Langkah penetapan tujuan strategis (entitas) 

OPD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut: 

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra OPD, 

serta data terkait lainnya; 
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{2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator 

Kinerja Utama OPD terkait dengan urusan 

wajib/pilihan yang diidentifikasi yang 

mendukung pencapaiann tujuan strategis 

yang telah ditetapkan pada penetapan 

konteks strategis Pemda; 

(3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis 

(entitas) OPD yang akan dilakukann 

penilaian risiko. Sasaran yang akan 

dilakukann penilaian risiko bisa seluruh 

atau Sebagian sasaran sesuai kebutuhan; 

(4) Menuangkan hasil identifikasi pada Format 

di Lampiran II Form 2.e. 

3) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional OPD 

Langkah selanjut adalah menyusun dan 

menetapkan tujuan operasional OPD untuk setiap 

urusan yaitu sebagai berikut: 

(1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan 

RKA OPD, serta data terkait lainnya; 

(2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator 

keluaran terkait dengan tujuan strategis 

OPD yang sudah dipilih sebelumnya; 

(3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator 

keluaran yang akan dilakukann penilaian 

risiko. Kegiatan utama yang akan 

dilakukann penilaian risiko pada dasarnya 

dilakukann untuk seluruh kegiatan utama. 

Namun demikian, OPD bisa memilih 

se bagian program/ kegiatan / sasaran sesuai 

dengan visi dan misi kepala daerah atau 

pertimbangan profesional lainnya; 

(4) Menuangkan hasil identifikasi pada lampiran 

2 Format 2f. 

2. Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan; 

a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan 

kemungkinan risiko; 

b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima. 
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b. Identifikasi Risiko 

ldentifikasi risiko strategis (entitas) OPD dilakukann untuk 

mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam 

pencapaian tujuan strategis (entitas) OPD yang terkait 

dengan tujuan strategis pemda (Kertas Kerja ldetifikasi 

Risiko terdapat pada lampiran 2 format 2.g. 

1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

risiko strategis pemerintah daerah: 

a) Risiko strategis pemerintah daerah dapat 

merupakan risiko yang disebabkan kelemahan 

pengendalian yang menjadi tanggung jawab 

kepala daerah/tingkat pemda (misal: 

peraturan/monitoring dan lain-lain). 

b) Pengendalian yang nantinya dirancang 

merupakan tanggung jawab kepala daerah, atau 

hanya bisa dilakukann oleh kepala daerah. 

c) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa 

potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di 

tingkat pemerintah daerah 

pencapa1ann 

misal dalam 

untuk 

tujuan 

bentuk 

memastikan / mem ban tu 

strategis OPD terkait, 

peraturan/keputusan/SE kepala daerah atau 

pemantauan oleh kepala daerah. 

d) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa 

faktor-faktor di luar pencapaiann tujuan strategis 

OPD yang dapat mengganggu pencapaiann tujuan 

strategis pemda. 

e) Perlu melibatkan OPD yang terkait dengan tujuan 

strategis yang dipilih untuk menjaring 

permasalahan pencapaian tujuan 

strategis/ operasional OPD yang memerlukan 

penanganan/ tindakan oleh kepala daerah. 

f) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa 

risiko yang menurut kepala daerah merupakan 

risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah 

pengendalian oleh kepala daerah. 
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g) Risiko strategis pemda disetujui/divalidasi kepala 

daerah. 

2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

risiko strategis OPD sesuai dalam Lampiran 2 Form 2.i, 

yaitu : 

a) Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang 

disebabkan kelemahan pengendalian yang 

menjadi tanggung jawab kepala OPD (kebijakan 

kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD 

dan sebagainya) -- Pengendalian yang nantinya 

dirancang merupakan tanggung jawab yang 

dilakukann oleh kepala OPD. 

b) Risiko strategis OPD dapat berupa potensi kondisi 

yang memerlukan pengendalian di tingkat OPD 

(Kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring 

kepala OPD dll) untuk memastikan/membantu 

pencapaiann tujuan strategis OPD terkait. 

c) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa 

faktor-faktor di luar pencapaiann tujuan 

operasional OPD yang dapat mengganggu 

pencapaiann tujuan strategis OPD. 

d) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait 

dengan tujuan strategis OPD yang dipilih untuk 

menjaring permasalahan pencapaian tujuan 

strategis/operasional OPD yang memerlukan 

penanganan/tindakan oleh kepala OPD. 

e) Risiko strategis OPD dapat berupa risiko yang 

menurut kepala OPD merupakan risiko yang 

pen ting, sehingga diperlukan langkah 

pengendalian oleh kepala OPD. 

I) Risiko strategis pemerintah daerah 

disetujui/divalidasi 

Selanjutnya setelah selesai membuat penyusunan 

risiko strategis OPD, barulah dibuat penyusunan risiko 

operasional OPD sesuai dengan kertas kerja dalam 

lampiran 2 format 2.j. 
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c .  Analisis Risiko 

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko; 

Setelah Risiko urusan wajib / pilihan teridentifikasi 

dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan 

analisis risiko urusan wajib/pilihan. Analisis risiko 

dilakukann melalui kertas kerja analisis risiko dengan 

melakukan penilaian atas tingkat risiko kemungkinan 

terjadi dan risiko dampak. (tercantum dalam lampiran 

2 format 2.k). 

2) Memvalidasi risiko; 

Hasil analisis risiko tingkat strategis (entitas) OPD 

dan operasional OPD dikomunikasikan kepada Kepala 

OPD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana 

yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam 

pedoman ini, risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan 

"tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani. (format 

penuangannya dilampirkan dalam lampiran 2 format 

2.1). 

3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang 

dibutuhkan; 

Penilaian terhadap pengendalian yang ada 

mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang 

dimiliki instansi pemerinta dalam rangka mengelola 

risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur 

yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. 

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika: 

a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah 

dilakukann, namun belum mampu menangani 

risiko yang teridentifikasi; 

b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan; 

c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku 

yang jelas; 

d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai 

dengan peraturan diatasnya. 

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada 

selengkapnya disajikan dalam Lampiran 2 Fonnat 2.m 

dan 2n. 
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4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) : 

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan 

dibuat untuk membangun pengendalian yang 

diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan 

pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas 

untuk mengatasi 

pengendalian (Kertas 

tindakan 

lingkungan kelemahan 

yang sudah teridentifikasi. Langkah kerja penyusunan 

RTP, yaitu: 

a) Merumuskan 

Kerja terlampir 2 format 2.m dan 2.n); 

b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang 

dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko; 

RTP atas risiko dimaksudkan untuk 

menentukan pengendalian yang diperlukan dalam 

akan dibangun perlu 

mengatasi risiko. 

pengendalian yang 

Dalam menentukan 

memperhatikan respon risiko. Respon risiko 

membantu instansi pemerintah dalam 

memfokuskan kegiatan pengendalian yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan 

pengendalian dilakukann dengan tepat. Respon 

risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu: 

l. Menghindari Risiko (Avoid) 

Menghindari risiko dilakukann dengan 

cara tidak memulai atau tidak melanjutkan 

kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. 

2. Mengubah / Mengurangi Kemungkinan 

Munculnya Risiko (Abate) 

Respon ini dilakukann dengan cara 

mengubah kemungkinan munculnya risiko 

agar kemungkinan terjadinya hasil yang 

negatif dapat berkurang. 

3. Mengubah / Menguarangi Konsekuensi / 

Dampak Risiko (Mitigate) 

Respon ini dilakukann dengan cara 

mengubah/mengurangi 
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konsekuensi/ dampak risiko agar kerugian 

menjadi berkurang. 

4. Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer 

Risiko 

Respon ini melibatkan pihak lain dalam 

menanggung atau berbagi sebagian risiko. 

5. Menerima atau Mempertahankan Risiko 

(Accept/ Retain) 

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka 

akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. 

Rencana Tindak Pengendalian tersebut 

meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk 

Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target 

Waktu Penyelesaian. (sesuai dengan contoh dalam 

lampiran 2 format 2.1). 

c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian: 

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal 

dan dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu 

rencana tindak perbaikan lingkungan 

pengendalian dan rencana tindak perbaikan 

kegiatan pengendalian. 

Terdapat kemungkinan merupakan bentuk 

adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang 

sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. 

Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu 

memperhatikan kemungkinan tersebut dan 

menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan 

pengendalian terse but sehingga dapat 

menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan 

pengendalian. 

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi 

atas RTP; 

Rancangan informasi dan komunikasi 

merupakan rancangan informasi dan komunikasi 

yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat 

dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan 

menjalankan pengendalian sesuai yang 
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diinginkan. Contoh format rancangan 

pengomunikasian pengendalian yang dibangun 

disajikan dalam lampiran 2 format 2.0. 

e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi 

risiko dan RTP. 

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat 

mekanisme pemantauan yang akan dijalankan 

untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau 

keterjadiannya dan pengendalian yang telah 

dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. 

Contoh format rancangan monitoring risiko dan 

RTP disajikan dalam Lampiran 2 Format 2.p 

(kolom a-e). 

3. Kegiatan Pengendahan 

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan 

atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai 

tindak lanjut dari RTP; 

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka 

mengatasi risiko. Infrastruktur pengenda1ian yang dibangun 

berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah­ 

langkah yang perlu dilakukann dalam rangka membangun 

infrastruktur pengendalian meliputi; 

1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan 

perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan 

prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan 

infrastruktur pengendalian yang akan dibangun; 

2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang 

sistem pengendaliannya perlu dibangun atau 

diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan 

dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan 

kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila 

diperlukan. 

3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur 

pengendalian; 

4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian; 
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5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur 

pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; 

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian. 

Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah 

dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan 

kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional 

sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, 

pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. 

4. Informasi dan Komunikasi Pengkomunikasian pengendalian 

yang dibangun. 

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat 

komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap 

tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan 

lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan 

pelaksanaan kegiatan pengendalian. 

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah 

pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang 

akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan 

pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu 

mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada 

pihak-pihak terkait misalnya Kepala OPD, Biro/Bagian Hukum, 

pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa 

informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh 

semua pihak terkait misalnya Kepala OPD, pelaksana kegiatan, 

masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana 

pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. 

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk: 

a. Surat Edaran dari pimpinan K/L/D kepada unit kerja atas 

pemberlakuan kebijakan; 

b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah 

(antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak 

yang berkepentingan; 

c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya 

dengan 

d. undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto 

pelaksanaan, dst. 
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Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan 

rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap 

penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi 

5. Pemantauan 

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian; 

Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan 

untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah 

dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. 

Pencatatan pemantauan dapat menggunakan lampiran 2 

Format 2.0 Rancangan Monitoring dan Evaluasi atas 

Pengendalian Intern yang telah diisi realisasinya. 

b. Pemantauan kejadian risiko. 

Selain itu, dalam rangka 

keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka OPD 

perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk 

event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko 

dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. 

Format pencatatan kapan terjadinya risiko yang 

teridentifikasi menggunakan lampiran 2 Format 2.q. 

IV. PELAPORAN 

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, 

Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan 

pengelolaan risiko setidak-tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan 

Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Organisasi 

Perangkat Daerah. 

A. Pe]aporan pelaksanaan Penilaian Resiko; 

Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Kegiatan penilaian 

risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, 

penilaian risiko strategis (entitas) OPD/SKPD, dan penilaian risiko 

operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau 

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan 

Penilaian Risiko. 

pendokumentasian 
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Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik 

Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada 

Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. 

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat 

strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah 

dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian 

risiko tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD 

perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait. 

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko. 

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko 

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukann secara triwulanan, dan 

tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah 

dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, 

sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD 

dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2. 

Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR 

'P- -  -  -  -  ----- - - - - - ------- 
" 

in ti i tin I.....s 

F EH E EE ER ER 

Kegiatan pelaporan dilakukann sebagai berikut: 

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi: 

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan 

urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan; 

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan 

urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan. 

2. Laporan tingkat OPD, meliputi: 

a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan 

Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh 

setiap OPD Triwulanan; 

b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan 

Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani 

oleh setiap OPD Tahunan. 

Laporan Tingkat Unit Kerja 

Laporan Tingkat 

pemerintah Daerah 
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3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi : 

a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis 

Pemerintah Daerah Triwulanan; 

b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis 

Pemerintah Daerah Tahunan. 

Laporan berkala tersebut dibuat oleh OPD disampaikan 

kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah 

dan Unit Kepatuhan Internal. 

Contoh bentuk laporan disajikan dalam lampiran II Format 

3. 

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh Unit 

Kepatuhan Internal 

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan 

pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang 

disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada 

Sekretaris Daerah. Contoh bentuk laporan disajikan dalam 

lampiran II Format 3 

A. ZAKI ISKANDAR 



Perda 

LAMPIRAN II 

PERATURAN 

TANGERANG 

NOMOR 66 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENERAPAN 

MANAJEMEN R!S!KO DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN TANGERANG 

Lampiran 2 

Format 2.a 

CONTOH 

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN 

PENGENDALIAN INTERN 

CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE/ 

Pemkab Tangerang/Provinsi Banter 

BUPATI 

NO. PERTANYAAN /KUESIONER 
JAWABAN RESPONDEN (R) SIMPULAN 

f � 5 1 5  E  
MO KUESIONER CEE 
us 

a b ¢ d 

A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA MEM ADAI 

l Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika 2 4 3 3 3 2 3 

secara rutin dari pimpinan instansi [(Misalnya Memadai 
keteladanan, pesan 
moral dll 

2 Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode 3 3 3 3 3 3 3 

etik, Memadai 
pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) 
yang telah dikomunikasikan kepada seluruh 
pegawad 

3 Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi 2 4 3 3 3 3 3 

yang melayani pengaduan masyarakat atas Memadai 

pclanggaran aturan 
perilaku/kode etik 

4 Pelanggaran aturan perilaku/ kode etik 3 4 2 3 3 2 3 
telah Memada 

ditindaklaniuti 

B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI MEMADAI 

l Standar kompetensi setiap pegawai/ posisi jabatan 3 4 2 3 2 3 3 
telah Memadai 

ditentukan 
2 Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi 2 4 3 3 3 3 3 

posisi/jabatan 
Memad ai 

3 Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi 2 3 2 3 3 3 3 

peningkatan kompetensi pegawai 
Memadai 

4 Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik 3 3 3 3 2 3 3 

pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi Memadai 
secara berkala. 
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c  KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF KURANG MEMADAI 

1 impinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan 2 3 2 2 2 3 2 

risiko Kurang Memadai 

van memberikan keielasan arah pengelolaan risiko 
2 Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan 3 3 3 4 3 3 3 

pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan Memadai 

pengambilan keputusan 
$ Pimpinan membangun komunikasi yang baik 2 3 3 3 3 2 3 

dengan anggota organisasi untuk berani 
mengungkapkan risiko dan secara terbuka Memadai 

menerima/menggali pelaporan risiko/masalah 

4 Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk 3 4 3 3 3 3 3 
meningkatkan kinerja Memadai 

5 Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras 3 3 3 4 3 3 3 
dengan visi dan misi Pemda Memadai 

0 Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke 3 3 3 4 3 3 3 
dalam sasaran OPD dan tingkat operasional 0PD Memadai 

7 Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah 2 2 3 3 2 3 2 

menyajikan informasi mengenai risiko Kurang Memadai 

8 Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan 2 3 3 3 2 3 3 
pejabat dan pegawai terkait dalam proses Memadai 

pengelolaan risiko 

D PEMBENTUKANSTRUKTURORGANISASIYANGSESUAIDENGANKEBUTUHAN MEMADAI 

I Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh 0PD dan unit 3 3 3 4 4 3 3 
kerja Memadai 

vang tepat 
2 Masing-masing pihak dalam organisasi telah 2 3 3 4 4 3 3 

memperoleh kejelasan dan memahami peran dan Memadai 
tanggung jawab 
masing-masing dalam pengelolaan risiko 

3 Pegawai yang bertugas di 0PD merupakan pegawai 2 3 3 4 4 3 3 
tetap Memadai 

dan bukan oeaawai yang bersifat ad hoc (sementara) 
4 Adanya transparansi dan ketepatan waktu 3 4 3 3 4 3 3 

pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung 
Memadai jawab masing-masing 

dalam pengelolaan risiko 
E PENDELEGASIAN WEWEN ANG DAN TANGGUNG 

JAW AB YANGTEPAT MEMAD AI 

1 Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan 3 4 3 4 3 2 3 Memadai 
dengan 
tepat 

2 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 3 4 3 4 3 3 3 Memadat 
dilaksanakan secara tepat 

3 Kewenangan direviu secara periodik 2 3 3 3 3 2 3 Memadai 

F PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG KURANG MEMADA 
SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA 
MANUSIA 

1 Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur 2 3 2 3 3 3 3 
pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen Memadai 
sam pa 
dengan pemberhentian pegawail 

2 Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi 2 3 2 3 3 2 3 Memadai 
pemilihan 
SOM telah dilakukan dengan baik 

3 Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung 3 4 3 1 4 3 3 Memadai 
jawab dan 
kineria 

4 Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko 2 3 2 2 3 2 2 Kurang Memadai 

5 Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas 2 3 2 2 4 3 2 

pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan 
pertanggungiawaban pengelolaan risiko dalam Kurang Memadai 
penilaian kinerial 
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6 Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah 2 3 2 2 3 3 2 urang Memadai 
dipertimbangkan dalarm perhitungan penghasilan 

7 Instansi telah mengalokasikan anggaran yang 2 3 2 1 3 2 2 Kurang Memadai 
mnemadai uuntuk pengembangan SOM 

G PERWUJUDAN PERAN APARAT PENAWABAN INTERN MEM ADAI 
PEMERINTAH YANG EPEKTIF 

1 Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensif 3 3 3 4 3 3 3 

efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Memadai 

Secara 
periodik 

2 Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 
hukum dan aturan lainnya 

3 Inspektorat Daerah membenkan layanan fasilitasi 2 2 3 3 3 3 3 Memadal 
penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan 
SPIP 

4 APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 
risiko. 

5 Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 
telah 
ditindaklaniuti 

• HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI +r'MAD AI 
PEMERINTAH TERKAIT 

1 Hubungan kerja yang baik dengan 3 3 3 3 3 3 3 Memadai 
instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan 
operasional telah terbangun 

Z Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang 3 3 3 4 3 3 3 

terkait atasfungsi pengawasan/pemeriksaan Memadai 
(inspektorat, BPKP, 
dan BPK telah terbangun 

Keterangan: 
Kolom c diisi dengan jawaban responden Keterangan Jawaban: 

1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun 

2 :Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten 
3 :Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan 

4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke 
organisasi lain 

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan 
kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian Misal: kesimpulan tiap pertanyaan: 
"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila 
modus jawaban respond en adalah 1 a tau 2 
kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian: 

"Memadai, apabila seluru.h simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur terse but telah "memadai, 
dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang 
"Kurang Memadai" 
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Lampiran 2 

Format 2.b 

Contoh CEE Berdasarkan Dokumen 

Kondisi Kerentanan Lingkungan 
Pengendalian Intern di Pemerintah 

Daerah Tangerang 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tangerang 
Tahun Penilaian : 2021 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

No, bum per Uratan la 61Ia 
data Kelemahan si 

• 
p c e 

I Ieaa massa ·anYak teradr pencopotan/ mutasr pejabat renegakan mntegntas an ntar 
daera karena etika 
tersangkut kasus hukum 
-regawar belum qtempatan sesua aengan Komitmen terhadap kompetensi 
kompetensi dan 
nengalaman 

• LHP BPK No. Xxx -Pemerintah Kabupaten TANGERANG belum Penyusunan dan penerapan 
tanggal xxx tentang memiliki strategi dalam pemenuhan dan kebijakan yang sehat tentang 

Hasil Pemeriksaan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas pembinaan SDM 
BPK atas -Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta omtmen terhadap kompetenst 
Efektivitas tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten 
Pengelolaan TANGERANG belum memenuhi kebutuhan 
Sumber Daya akan pemberian pelayanan kesehatan di Era 
Kesehatan JKN JKN 

-Pemenuhan tenaga keschatan di RSUD Penyusunan dan pcnerapan 
Kabupaten TANGERANG belum memperhatikan kebijakan yang sehat tentang 
tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan pembinaan SDM 
kesehatan 

SK Inspektur No. Inspcktorat Daerah belum melakukan audit eran M r  yang elektl 

3 Xxx tanggal xxx kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan 
tentang PKPT dalam tingkat strategis 
Inspektorat 
LHP BPK No. Xx -Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten 

4 tanggal xxx tentang TANGERANG belum optimal dan terdapat Kepemimpinan yang kondusif 
Hasil Pemeriksaan regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten 
atas Kinerja TANGERANG tidak berjalan sebagaimana 
Pegyelenggaraan mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek 
JK Dokter 

) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008. 

Keterangan : 

Kolom a diisi dengan 

nomor urut Kolom b diisi 

dengan sumber data 

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang 

ada merupakan kelemahan, atau Kolom d diisi dengan uraian 

kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan 
Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian 
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Lampiran 2 

Format 2.c 

Contob 

Simpulan Survei Persepsi atas 
Lingkungan Pengendalian Intern 

Pemerintah Daerah Tangerang 

Nama Pe a Pererintah Kabupaten Tangerang 
Tahun Pentlaian 2021 

al Edu Tocaen a Vo pi 
No. Su uur 

Hail 
Sir pula enjehaa 

Hal Uran Urada 
. 

• 
• l d • • f 

• 
h 

1 Penegakan integritas urang Banyakterjadi penoopota/mutasi Memad Kuang Banyak terjadi penoopotan/mutasi 
dan nilai etika Memad.a pejabat daerahkarena tersangkut au Memad.a pejabat daerah karena tersangkut 

' 
easts huleu 

' 
Jaus hulure 

2 kKoitmen terhadap Kurang Pegawad belum diterpatkan sesuai Memad Kurang Pegawai belum diterpatka sesuai 
kompetensi Memada denga kompetensi dan pengalaman a Memad.a denga kopeteni dan pengalaman 

' Kualifikasi dan kompetensi Dokter ' Kuaifikasi dankompetensi Dokter serta 
serta tenagakesehatan di RSUD tenaga kesehata di sUp Kabupaten 
Kabupaten TANOERANG belum TANGERANG belum memenuhi kebutuhan 
ememuh kebutu.han al.an a.an pea beran pelayanan kesehatan di 
perberia pelayanacnkeschatadi Era Era JKN 
JKN 

3 kKeperim pinan yang Kuang Pelayanan pasien Bps Ai Kabupaten Kurang Fir pinan behum Kurang Pim pitas belu menetapla 
kordu sif Memada TANOERAN blur optimal dan Mere.ad menetaplan kcbiaka Memada kebijalan pengelolaan risikoya 

' 
terdapat regulasi Dina Kesehate i pengelolaarisko yang 

' 
memberika kejelasan arah pengelolaan 

Kabupaten TANOERANO tidak membenan ejelaan aura.h risiko 
berjalan sebagaimana mestinya yaitu pengelolaan risiko Reneanastrategisdarencanakerja 
etentuan Renea.a strategis dae pemda belm menyagila informasi 

Pus.keoa belu epenuhyd renoanaerja pemda belu mengenairisiko Pela yaan pasien pp$ di 
menyediakan selurub kebutu.ha enyaia inforrai Kabupaten TANOEAG belu optimal 
famasi untuk mendulung pelayanan mengenai risilo da terdapat regulasi Dina Kesehatan 
kesehatan secara mead.a Kabupaten TANGERANO tidak berjalan 

sebagaiana mestinya yaitu ketentuan 
mengenai braketik Dolcter 

4 Suuktur organisasi Merad Mem.adad 
sesuad kebutu.ha ad 

$ Pend«elegasian Memad Mer.ad a 
wwen.an.g dan a 

an8sung Jwa.b $yang 
teat 

• Penyusunan daon Kura8 Pemerintah Kabpaten TANGERANG Kurang emda belu Kurang Pemda belum penginternalisasi budaya 
Penerapan Kcbijakan Memad.a belum memilii strategi dalam Memad menginternalisasi budaya Memada sada risiko 
yang Sehat tentang 

' 
pemenuhan dan pendistribusia SDM 

' 
adar risiko 

' 
Belue terdapat perberan reward 

Peen bursae SDM kesehatan di Pus.keas Perenuhan Belum terdapat pemberian danataa punishment ates pengelolea 
enaga kesehatau di RSUD Kabupaten reword dan/ata punishment risiko(Misalnya mempertirbangkan 
TANGERANG belum memperhatikan atas pengelola.an risik pertangengiawa.ban pengelolaan risiko 
tingkat kebutuhan dalam pemberian [Misalnya dalam penilaian kine1a) 
pehayanaleseha tan mempertinbangk.an Evaluasi linerja pegawad belua 

pertangangiawaban dipertimbangkan dalam perhitungan 
pengelolaan risiko dala penghas~la 
penilaian kinerjaj an88aranengem bangan SDMbelum 
Evaluasi kinerja pegawad memadad emerintah Kabupaten 
belum dipertirbangla dale TANGERANG belum merilili strategi 
perhitungan penghasilan dalam petenhandanpendistribusian 
anggaran pengembangan spMkesehatan dPuskesmas 

$DM beum memadad Pemenuha tenagakesehatan di RUD 
abupaten TANGERANG belum 
memperhatikan tingkat kebutuhan dalam 
pemberian pelayanan keseha.ta 

' 
Perwujudan peran 4pp Kurang lnspektorat Darah beta melakeulean Memad Kuang Inspektorat Daerah beh ala an audit 
yang efektif Memads audit uerja etas pyelenggar«an a Memade nerja atas penyelengaraan uruau 

; rusakesehatac dalan tingk.at 
' 

kesehatan dalam tingkat strategis 
strategs 

• Hubungaun Kerja yang Merad Mera.dad 
Baik dengan Instasi ad 
Pemerintah Terleait 

Keterangan 
Kolom a diisi dengan omor urut 
Kolo b diisi dengan sub unsur pada ingungan pengendalias 
Kolo e d~ii dengan sirpula penilaian awale perdaak.an dokumen 
Kolom d disi dengan uraian simpulan penilaian wad CEE berdasarla 
dokuen Kolo e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi 
Kolo f diisi dengan uraian simpulan sesad hail urvei persepsi 
Kolongdiisidengansimpulases ahas/penlaianawal dan surveipersepsjika haslater penaanaowahdasurveipersepsibertentangan,oak.ala.kuka pendalaaat.au 
lakukan professional judgement untuk menyir pulkaya 

Kolom h diisi dengan uraia kelerah.an 
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CON TOH 

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS 

PEMDA 

Lampiran 2 

Format 2.d 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi 
Banten Tahun Penilaian 2021 

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2020-2023 

Sumber Data RPJMD Kabupaten TANOERANG Tahun 2020-2023 

Tujuan l. l Meningkatnya kualitas ta.ta kelola pemerintahan 
Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat 
Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi Tujuan 
2.2 Meningkatnya Kelayakhunian 
Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi clan informasi 

Tujuan Strategis RPJMD Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana 
Tujuan 2,5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Tujuan 
3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Tujuan 3.2 
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Tujuan 3.3 
Meningkatnya kesejahteraan sosial 

Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan 
Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi 
Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi 

Penetapan konteks Risiko Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
Strategis Pemda 

Dinas Kesehatan 

Nama Dinas Terkait 
RSUD Kabupaten Tangerang 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan ibu anak Sasaran 

3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Sasaran 

Sasaran RPJMD 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat 

Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kabupaten Tangerang 
Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan 
Sasaran 3.2.6 Meningkatnya keschatan reproduksi 

IKU Sasaran RPJMD 
Usia Harapan Hidup adalah ditentukanjumlah kematian bayi, jika angka 
kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah. 

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 

Prioritas pembangunan 
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program 
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program 

dan program unggulan Standarisasi Pelayanan Kesehatan 

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

Tujuan, Sasaran, !KU Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 
yang akan dilakukan Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat 
penilaian risiko Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 

Kabupaten Tangerang, September 2021 

Bupati Tangerang 

................ ··•·· ......  
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CON'TOH 

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS 

OPD 

Lampiran 2 

Format 2.e 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tangerang, 
Provins, Banten Tahun Penilaian 2021 

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2020-2023 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang 
Kesehatan OPD vans Dinilai ; Dinas Kesehatan 
Sumber Data Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten TANGERANG 

Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

1.Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksf 

Sasaran Strategis 2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 
3.Meningkatnya Kuahtas Pelayanan Dasar dan Rujukan. 

!KU Renstra OPD IKU 2023 

Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran 57 

Hidup 
Angka Kematian Bayi (AKB] Per 1000 Kelahiran Hidup 3,2 
Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup 3,6 

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 
100 yang 

memiliki Kompetensi Kebidanan 

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Belum 
ada 

IKU Lansia Belum 
ada 

IKU Gizi Belum 
ada 

IKU Kesehatan Reproduksi Belum 
ada 

lnfonnasi lain . 

Tujuan Strategis : 

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

Tujuan, Sasaran, Sasaran Strategis: 

IKU yang akan Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi 

dilakukan 

penilaian risiko IKU Strategis: 

- Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup 

- Angla Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kela hiran Hidup" 

Dat 

Kabupaten Tangerang, 2021 
Kepala Dinas Kesehatan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



- 8 ­  

CONTOH 

PENETAPAN KONTEKS RISIKO 

OPERASIONAL OPD 

Lampiran 2 

Format 2.f 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Tangerang, 

Provinsi Banten Tahun Penilaian 2021 

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2020-2023 

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang 
Keschatan OPD vans Dinilai : Dinas Keschatan 
Sumber Data Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 

Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

Program Dinas 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

Kesehatan (Renja 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 
2020) dan Kegiatan 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 

Utama 5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak 
1. Jaminan Persalinan (OAK NON FISIK) 7.455 ibu hamil 
2. Pertemuan ANC Terpadu 30 orang 

peserta 
3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil risiko tinggi dalam 

Keluaran/Hasil penggunaan Buku KIA dan Pasca salin dengan pelayanan 50 orang 

Kegiatan darah peserta 

pada sektor eksternal 
Pelatihan Manajemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli 

20 orang 
4. Remaja peserta 

5. 
Pelatihan penjaringan untuk sekolah lanjutan l Kl 20 orang 

peserta 
Informasi Lain - 

Kegiatan, dan Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak 

indikator keluaran 
yang akan dilakukan 
penilaian 
risiko 

Kabu paten Tangerang, 2021 

Kepala Dinas Kesehatan 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  
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Lampiran 2 

Format 2.g 

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah 

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten TANGERANG, Provinsi BANTEN 
Namna 0PD : Dinas Kesehatan 
Tahun Penilaian 2021 
Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Tahun 2020-2023) 
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Indikator Risiko Sebab Dampak 
No Tujuan /Sa.saran Kinerja Kode 

Pemilik Uraian 
C/Uc 

Ura±an Pihak yang Terkena Strategis Uraian 
Risiko 

Surber 

• b c d e f 
• 

h I J k 

Tujuan Strategis Pemda I 
Meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat 

Sasaran 3.2.2 Usia Penerapan Peri~laku RSP.l Kepala Belum tersedianya Sanitasi Internal C 1 Angka kejadian Penyakit Kepala Daerah 
Meningkatnya kualitas Harapan Hidup Bersih Sehat 9.01.02 Daerah Total Berbasis Masyarakat Tidak Menular (PTM) tinggi Masyarakat 
keschatan masyarakat Hidup (PHBS) rendah .01 (STBM) (Tidak termasuk 2. Angka kejadian Penyakit 0PD Terkait 

prioritas anggaran) Menular tinggi 
3. Angka stunting tinggi 

Pelayanan kesehatan RSP.l Kepala 1 Sarana prasarana belum Internal C AKI tinggi AKB Kepala Daerah 
bcum memenuhi SPM 9.01.02 Daerah memadai (Puskesmas PONED tinggi Akaba Masyarakat 
Bidang Kesehatan 01 tidak tersedia,) Peningkatan kasus gizi 0PD Terkait 

2. Jumlah tenaga buruk 
keschatan belum Kasus HIV meningkat 
memadai Kasus TB meningkat Angka 
(Tenaga laboratorium, dokter, kejadian Penyalit Tidak 
tenaga kesehatan) Menular (PTM] tinggi Angka 

kejadian Penyakit Menular 
tinggi 
Angka stunting tinggi 

Keterangan. 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam 
RPJMD/Renstra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis 
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan 
risiko Kolom e diisi dengan Kode risiko 
Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bcrtanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko 
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Mone, Method, Machine , dan Material 
Kolom h diisi dengan sumber risiko (cksternal/internal 
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendahikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko 
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: 
Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum 
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi 
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Lampiran 2 

Format 2. i  

Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD 

Nama Pemda 
Nama 0PD 
Tahun 
Pen~laian 

Periode yang dinilai 
Tufuan Strategis 
Urusan 
Pemerintahan 
0PD ans pinlaid 

Pemerintah Kabupaten TANGERANG, Provinsi BANTEN 
Dinas Kesehatan 

, 2021 

Periode Renstra (Tahun 2020--2023 
Meningkatkan derajat kesehatan masyaura.kc.at 

; Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 
Dinas Kesehatan 

Ne 

b 

ladikator Kinerja 

¢ d 

Seba.b Damp 

c/Uc le 

Kode Pihak yang 
Risiko Pemilik Uralan sober traian 

Terkena 

• F 

' 
h i J • 

• 

Risiko 

Sasaran Strategis 0PD f Angla Keratian 
Meningkatnya Keselaatan Ibu Melahirkan Per 
bu, Bayi, Anak dan Reproduksi] 100.000 Kelahiran 

Hidup 

2 Angka Kematian Bayi 
(AKB] Per 1000 Kelahiran 

.lhhup 

3. Angka Kematian Balita 
(AKaba) Per 1000 Kclahiran 
Hid up 

Penggunaan laya.nan 
kesehatan rendah 
(Persalinan tidak dilakeukan 
pada fas.k.es, kunjungan ibu 
hamil tidak teratur) 

Kualitas pelayanan AN tidak 
sesuai 8p Keschatan 

RS0.19 Kepala 
Dinas 

02.02.0 Kesehata 
n 

RSO.19. Kepala 
02.02.0 Dinas 
2 Kesehata 

n 

Kurangnya Sosialisa.si 
Kesehatan Keterlibatan lintas 
program lintas sektor 
(Posyandu, RT/RW, Lurah, 
Kecamatan, OPD terkait) 
endah 

Interna 

' 
c lbu hamil tidak Dinke 

mengeta.hui prosedur s 
pelayanan dan tandae RSUD 
tanda bahay.a kehamilan Masyarakat 

4 Cakeupan Pertolongan Sarana pendukung ANC eurang RS0.19 Kepala 
Persalinan oteh Tenaga memadad Dina.s 

Kesehatan yang memiliki 02.02.0 Kesehata 

Kompetensi Kcbidanan 3 
" 

5. Cakupan Pelayanan 
Mutasi tenaga eschatan RS0.19 Kepala 
terlatih Dinas Kesehatan Bayi 

02.02.0 Kesehata 
4 n 

Kompetensi tenaga kesehatan Intern.a c Kepuasan masyara.keat Dinkes 
tentang APN (bidan, dokter ' rendah RSUD 
rendah kualitas dan efektivitas Masyarakat 
(Tentang SDIDTK MTBS, nco pelayanan rendah 

2% 
- Alat pendukung ANC tdak Intern.a c Kualitas dan cfcktivitas Dike 
dikalibrasi • pelayanan rendah s 
Reagen dan alat pendukung Kepuasan masyara.kat RSUD 

uL.coo a rendah Masyaura..at 

Sister kepegawaian Intern.a Uc Kualitas dan efektivitas Dinke 
I pelayanan rendah $ 

Kepuasan masyarakat RSUD 

rendah Masyarakcat 

Keterangan 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam 
R4MD/Renstra Kolom c diisi dengan indikator kinerja tajuan strategis 
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupak.an 
risiko Kolom e diisi dengan Kode risiko 
Kolom f diisi dengan Pemihik risilo, pihak /unit yang bertanggang jawab/ berkepentingan untuk mengcola risiko 
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, scbab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Mone, Method, Machine, dan Material 

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal /internal) 
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mama pu mengendadikan riso 
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditir butkan fika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, 
Reputasi dan Hukum Kolom k diisi dengan pihak /unit yang menderita/terkena dam pak jika risiko benar-benar terjadi 
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Contoh Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional 0PD 

Lampiran 2 

Format 2.j 

[Nama em Pemerintah Kabu paten n 

Nama 0PD ; Dinas Kesehatan 
Tahun Penilaian 2021 
Periode yang dinilad 2020 
Tujuan Strategis . Meningkatkan derajat kesehatan masyara..at 
Sasaran strategis 0Pp Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Pelayanan Dasear Bidang 
Kcschatan Opp yang Din~lad Din.as Kesehatan 

silo ,., uama p .. 

Indikato 
Ne Keglata c/Uc 

• 
r 

Ta.hap radar 
d 

Per±li Uraian Sumbe Urala 
a.M yang 

Keluau« Terkena 
• 

• r 
• 

• 
T 

• • t G h 

' • 
tuna.n an e 4ya.f­ rtanggunga ertanggunga t tcpat 19 € nas Derkas urentas pa.sen stern yaan pat he 

NON FISIK) kannya wa.k tu Kesehatan/ terlambat dilengkapi oleh rumah • 
segera Rumah 

Jamina 02.01 Kepala Bidang sakit ' 
direalisasikan sakit 

e Kes.as Masyaura.ka 
t 

Penatausa n Pengadministrasian tidak te pat RO 19.0 fKepala Dinars berkas dokumentasi pasien Ekstern •• Pembayaran t 0apat Kep Lhaerah 
wa.ktu Keschatan/ terlam bat dilengkapi oleh rumah a segera Rumah 

02.02 Kepala Bidang sakit ' 
direalisasikan sakit 

Kesras Masyaura.k.a 
t 

aporan Laporan Masi Keuangan 190 Kep naas um t M, unus] stern tuna nwWu p 
Triwulaun Kesulitan Kesehatan/ meyam paikan klair tidak a berikeutnya Rumah 
mengumpulkan administrasi 02.03 Kepala Bidang lengkap 

' 
tidak dsalurk.an olel sakit 

syarat pencaran, yaitu Kesmas Kemenkeu 
Masyaraka 

kelengkapan klaim, berupa t 
dokumentasi 

Pemantauan dan hegagala mengaentas Kou 1 Kepala Dinas [Evaluast dlakuan teratas a ntern € Anggaran hampers.a n8as 

evaluasi permasalahan Kesehatan/ output (jumla.h bumil miskin ' terserap 100% Kesehatan 
02.0 Kepala Bidang yang belum mempunyad jaminan 

Kesmas kesehatan lainnya terlayani 
em Yanan er oho rencanon pata bu hamil mislGn yang bclum 1 /K 4 A 1  cpala Dinas Kurangnya coordinasi dengan tern c erenanauan kurang tcpat e 

Ya memiliki jaminan kesehatan Kesehatan/ Dines 
' Rumah 

egiatan lainnya dari kecamatan dan 0205 Kepala Bidang Sosial sakit 
kelurahan belumn ada Kesmas Masyaura.ka 

t 

Perbitungan kcbutuhan dana ep Lnas aa atabase nterna c Terhambatnya pelayanan tp4%Lt %fl 

Kesehatan/ 
' Rumah 

tidak tepat 02.06 Kepala Bidang sakit 
Kesmas Masyaraka 

t 
sane Adanya pasien yang mas.ih cpaa unas a ta.base nterna C Ren nya epuasan ie a 

dikenakan biaya oleh RS/ Bidan Kesehatan/ l masyara.kat Rumah 
(double claim) 02.07 Kepala Bidang sakit 

Kcsmas Masyaura.k.at 

' eta$a.a.a. ses cross check data dengan KG) A epala Dina Kuragnya nas nterna t erhan tnya petayanan 
pp4s dan Jamkeskot Kesehatan/ ' Rumah 
yang membutuhkan 02.08 Kepala Bidang sakit 
wauk.tu lama Kesmas Masyaraka 

t 



f 
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Lampiran 2 

Format 2.k 

Contoh Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko 

Mare erde Pemerintah Krapaten TA.NGERANO, Prowlni AN'TEN 

rhea Peta.ta + 2021 
Tujuan Strategis Meninghatkan derajat keehatan mayer.lent 
Urata Perlataha 1 Ueusa Wail Pela ya.sun Dar B4dang enehate 

Analise Ria±lo 
No gLatko" sung Tertdstifle Kode Rislko Blada Blada lade 

Darpal Kemugkirau Rlilko 
I + 

• B c d 
• fdle 

Ritko Strategia 

I,Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS} rendah RBP 19.0L.0L.01 3 3 9 
2]Pelayanan kesehatan belum memenuhi PM Bidang Kesehatan RSP 190101 02 d 4 16 

I] Ria±lo Strategi OPD 1± Das Kesehatan 

1 Peng@unaan lay anan kesehatan rendah 
R80,19.01.05.02 

4 3 12 
(Persalinan tidak dilakukcan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidal 
teratur 

2Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan RS0.19,01.05.03 4 4 16 
3/Sarana pendukung ANC kurang memadai RS0.19.01.05.04 4 2 8 
4 Mutasi tenaga kesehatan teratih RS0.19.01,05.10 4 3 12 

II]Rialko Operational OPD 1: Das Kesehatan 

[Data lbu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan R00.19.01 05.022 d 4 16 lainnya dari 
kecamatan dan kelurah an belunt ada 

2\ erbitungan kebutuhan dana tidak t at 00.19.01.06.03 2 2 4 
3Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskot yang R0019.01.06.04 3 2 6 membutu hkan 

waktu lama 
lAdanya pasien yang mesih dikenakan biaya oleh RS/Bidan {double R0019.01.05.09 3 I 3 

claim l 

5Pertangungiawaban tidak tepat waktu R001901.05.10 4 3 12 
64Pen gadministrasian tidak tepat waktu R001901.05.11 4 2 8 

TLaporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan R0019,01.05.12 4 2 8 
administrasi syarat penairan, yeitu kelengkapan klaimn, berupa 
Dokumentasi 

84 Kegagalan mengidentifikasi permasalahen RO0.19.01.05.13 44 3 12 

Keterangan: 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b disi dengan risiko yang teridentifikas 
Kolom c diisi dengan kode risiko 
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi 
Kolom e diisi dengan ekala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rate/modus skala kerungkinan yang diberikan peserta 

diskusi 
Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dempak dan skala kemungkinan 
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Lampiran 2 

Format 2. 

Contoh Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas 
Nm Pereda Perrintah Ka»pat TAN GERANG, Prowl BAN TEN 

Than Penilada 2021 
Tujun Strategis ; Meningkatkan derajat kesehatan mayarakcat 
Lu earinta ; Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

No Risiko Priorita Kode Risiko 
Sleala Pemili 

Penyebab Dam pa Risiko • 
Risiko • 

a b c d • f G 

I] Rislko Strategis 
1 Pelayanan kesehatan belum RSP 1901.01 0 9 Kepala 1. Sarana prasarana AKI tinggi 

memenuhi SPM Bidang 2 
Daera belum memadai AKB 

Kesehatan h (Puskesmas PONED tinggi 
tidak tersedia,) Aka ba 

2. Jumlah tenaga Peningkatan kasus gizi 
kesehatan belum buruk Kasus HIV meningkat 
memadai Kasus TB meningkat 
(Tenaga laboratoriumn, Angka kejadian Penya.kit 

Tidak Menalar (PTM) tinggi 
Angka kejadian Penyakit 
Menular tinggi 
Angka stuntina tinegi 

II] Risiko Strategls 0PD 1 

' 
Sarana pendukung ANC kurang RS0.19.01.05.0 16 Kepala - Alat pendukung ANC Kualitas pelayanan ANC 
memadai 3 Dinas tidak dikalibrasi tidak sesuai 9PM kesehatan 

- Reagen dan alat 
pendukung ANC kurang 
- Tenaga laboratorium di 
Puskesmas kurans 

III] Risiko Operasional 0PD 1: 
DHnas 
Kesehatan 

1 Data lbu hamil miskin yang RO0.19.01.05.0 16 Kepala Kurangnya koordinasi Perencanaan kurang tepat 
belum memiliki jaminan 2 Bidang dengan Dinas Sosial 
kesehatan lainnya dari 
kecamatan dan kelurahan 
belum ada 

Keterangan 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan risiko prioritas 

Kolom c diisi dengan kode risiko 

Kolom d diisi dengan skala risiko 
Kolom e diisi dengan pemilike risiko 

Kolom f diisi dengan penyebab 

Kolom g diisi dengan dam pa.k 
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Contoh Formulir Kertas Ker]a 
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan 

Lampiran 2 

Format 2.m 

Naoma Pemerintah Daorah z Pererintah Kabpaten TANGERANG 

Tabun Penilaian 2021 

Kondisi Ldngkungan Pengendalian Rescan Tiedale perbadlea 
Penanggang jawab Target Waktu No, 

yang Kurang Mead ad Lingungan Pengendaliar 
Penvelesadan 

• • c d E 
I Pengalan Integrita dan Nila Etile 

' 
Banyak terjadi pencopotan/ mutasi Analisis/kajian kelemahan Inspektorat Triwulan II 2020 
pejabat dacrah karena tersangkut pengendalian kepatuhan hukum 
kasus hukum 

nr Koritmen Terhadap Konpetensi 

' 
Pegawai belum ditempatkan sesuai Penusunan peta kompetensi dan BKPSDM Triwlan III 2020 

dengan kompetensi dan pengalaman perbaikan SOP penempatan 
wa 

2 Kualifikasi dan kompetensi Dokter Rerutmnen dokter dan tenaga Dinas kesehatan Triwulan II 2020 
serta tenaga kesehatan di RSUD kesehatan 
Kabupaten TANGERANG belum 
memenuhi kebutuhan aka 
perberian pelayanan kesehatan di 
Era 
JKN 

II Kepemimpinan yang kondusif 

' 
Pimpinan belum menetapkan Penyusunan kebijakan Sekda Triwulan 1 2020 
kebijakan pengelolaan 

ngelolaan risiko risiko 
2 Rencana strategis dan rencana kerja Penilaian risiko rencana Sekda, BPPD Triwulan I 2020 

pemda belum menyajikan informasi stratcgis dan rencana kerja 
mengenai risiko 

3 Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Evaluasi pemberian layanan dan nspcktorat Triwlan I 2020 
TANGERANO belum optimal dan kepatuhan regulasi 
terdapat regulasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten TANGERANG tidak 
berjalan sebagaimana mestinya yaitu 
ketentuan mengenai praktik Dokter 

IVlpenyusunan dan Penerapan Kebijalan yang Sehat tentang Pembinaan SDM 

' 
Pemda be[um menginternalisasi Sosialisasi budaya risiko pada Sckda Setiap bulan 
budaya setiap 
sadar risiko rapat bu lanan 

2 Belum terdapat pemberian reward Kajian rancangan pemberian BKPSDM Triwulan I 2020 
dan/atau punishment atas pengelolaan reward 

risiko dan/atau punishment atas 
pengelolaan risiko 

3 Evaluasi kinerja pegawai belum Kajian rancangan perhitungan BKPSDM Triwulan I 2020 
dipertimbangkan dalam perhitungan hasil kinerja terhadap penghasilan 
Penghasilan 

4 Anggaran pengembangan SDM belum Kebijakan efisiensi pcnggunaan BKPSDM Triwlan I 2020 
Memadai anggaran 

5 Pemerintah Kabu paten TANOERANG Penyusunan strategi Dinas kesehatan Triwuan II 2020 
belum memiliki strategi dalarm pemenuhan dan 
pemenuhan dan pendistribusian SDM pendistribusian SDM keschatan 

reset.t (Re komendasi BPK) 

6 Pemenuhan tenaga kesehatan di Perbaikan sistem Pemenuhan RSUD Ka bu pater Triwulan II 2020 
RSUD Kabupaten TANOERANG belum tenaga kesehatan di RSUD TANGERANG 
memperhatikan tingkat kebutuhan Kabupaten TANGERANG 
dalam pemberian (Rekomendasi BPKJ 

lavanan kesehatan 
VIPerwujudan Peran APIP yang Efektif 

' 
lnspektorat Daerah belum melakukan Perbaikan prosedur pcngawasan lnspektorat Triwulan 1 2020 
audit kinerja atas penyelenggaraan kinerja dan penyusunan PKT 
urusan kesehatan dalam tingkat inspektorat 
strategis 

Keterangan 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai 
Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan 
Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian 
Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP 
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Contoh Formulir Kertas Kerja 

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan 

Lampiran2 
Format 2.n 

far Perda Pererintah abu paten TANGERANG, Provinsi BAN TEN 

Taha Penilaan 2021 

Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Urudn Pesorintahan ; Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 

Kode Uraian Rencana Tindak 
Perini/ 

Target Waktu Penyelesaian 
No Risiko Prioritas 

Risik Pengendalian Celah 
Pengendaliar 

Penanggun 
Pengendalian g jawab 

0 yang Sudah Ada 

a B € d E F g h 
Risiko Strategis 

I Pelayanan kesehatan belum memenuhi RSP.19, SOP Prosedur pengendalian Rekrutmen tenaga Kepala Daerah Triwulan 1V 2020 
SPM Bidang Kesehatan 0 Pertolongan tidak dapat honorer Kesehatan 

1.01.02 Persalinan dilaksanakan 

II isiko Strategis piaas 

Kesehatan 

1 Sarana pendukung Ante Natal Care (ANC) RS0.I9 SOP Kahibrasi Alat Prosedur pengendalian Evaluasi atas Kepala Dinas Triwulan 1 2020 

kurang memadai 0 belum dilaksanakan implementasi SOP 
1.05.03 Kalibrasi Alat 

Standar Prosedur pengendalian Evaluasi atas Kepala Dinas Triwulan 1I 2020 
Pelayanan belum dilaksanakan implementasi Standar 
Puskesmas Pelayanan Puskesmas 
(Permenkes 
Nomor 75 Tahun 
2014) 

III]Risiko Operasional Dinas 
Kesehatan 

1Data ibu hamil miskin yang belum RO0.19 Juknis Prosedur pengendalian Evaluasi atas Kepala Bagian Tnwulan II 2020 
memiliki jaminan kesehatan lainnya dari Penggunaan DAK belum dilaksanakan implementasi 
kecamatan dan kelurahan belum ada 01.05.0 Non Fisik (Permenkes Nomor 3 

2 (Permenkes Nornor Tahun 2020 
3 

Tahun 2020 

Keterangan 
Kolom a diisi dengan nomor urut Kolom b diisi dengan risiko prioritas Kolom c diisi dengan kode risiko 

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: 
Gedung dibersihkan 2 kali schari. 

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif: 
(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi, 
() Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan, 
0) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas, 
(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya 
Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan 
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian 

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RT 
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Lampiran 2 

Format 2.0 

CONTOH 

PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN 
Nara Pore Perorintah Kabupaton XYZ 
Tahain Pnilain 2018 

Tujuan Strategis Meningkatan dorajat kosehatan masyarak.at 
Urutan Pomorintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasat Bidang Kosohatan 

Ne Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhlan Media /Bentuk Saran.a enedia Inforrasi Penerima Informas Rencaa Waktu Realisasi Waktu Keterang.an 
Pengkomunikasian Pelaksanaan elaksanaan 

a ¢ e f • h 

Din.as Kesehatan BKPSDM 
Telah dilaksanakan dan 

' 
Rekruten tenaga honorer keschatan Rapat Sekda/Bappea Tiwula I2o1@ Februari 2019 ditindaklanjuti 

Dokumentasi berupa notulen 

Telah dilaksanakan dan 
2 

Evaluasi alas implementasi SOP Alat Kalibras 
Rapat/Surat Edaran Dinas Kesehatan 

Staf Dinas kesehatan terkait 
THwulan I2019 Februari 2019 ditindaklanjuti 

Dokumentasi berupa 
potulen 

Telah dilaksanakan dan 
3 Evaluast atars imp/eme0tarsi Stand.a Rapat/Surat Edaran Dinas Kesehatan Staf Dinas kesehatan terkait Triwulan I2o019 Februari 201q ditindaklanjuti 

Pelayanan Puskesmas Dolkumentasi berpa 
Notulen 

Telah dilaksanakan dan 
4 Evaluasi atars implementasi (Permenkes Nomor Rapat/Surat Edaran Dinas Kesehatan Stf Dias kesehatan terkait Triwula I2019 Februari 201g ditindaklajuti 

31ahun 2019 Do.kumentasi berupa 
notulent 

Keterangan 

Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan 

Kolom c diisi dengan Media/ Bentuk Sarana Pengkomumikasian 

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi 
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi 
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan 

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan 

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan 
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CONTOH 

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN 

Lampiran 2 

Format2.p 

Nara Perda ; Pererintah Kabupaten TANGERANG 

Tahun Penilaian 2021 

Tujuan Strategis Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
Urusan Pemerintahan ; Urusan Waiib Pelavranan Dasar Bidang Kesehatan 

Bentuk/Metode Pemantauan Penanggung Jawab 
Rencana Waktu 

Realisasi Waktu No Kegiatan Pengendalian yang Pelaksanaan Keterangan 
Dibutuhkan yang Diperlukan Pe mantauan 

Permantauan 
Pelaksanaan 

A b c 
• e f 

' 
Konfirmasi persiapan dan 

Kepala Dinas 
Oktober. November, Oktober. November, 

Monitoring telah 
l Rekrutmen tenaga honorer kesehatan Kesehatan Direktur dilaksanakan, 

laporan pelaksanaan kegiatan 
RSUD 

Desember 2020 Desember 2020 
didokumentasikan, dan 

didistribusikan 

Konfirmasi pelaksanaan 
Kepala Dinas Monitoring telah 

2 Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kesehatan Direktur Semester L Juni 2020 dilaksanakan, 
Kahibrasi Laporan pelaksanaan 

RSUD didokumentasikan, dan kegiatan 
didistribusikan 

Evaluasi atas implementasi Standar Konfirmasi pelaksanaan 
Kepala Dinas Monitoring telah 

3 Kesehatan Dircktur Semester I Juru 2020 dilaksanakan, Pelayanan Puskesmas Laporan pelaksanaan 
RSUD didokumentasikan, dan 

kegiatan 
didistribusikan 

Evaluasi atas implementasi (Permenkes Konfirmasi pelaksanaan 
Kepala Dinas Monitoring telah 

4 Kesehatan Direktur Semester I Juni 2020 dilaksanakan, Nomor 3 Tahun 2020) Laporan pelaksanaan 
RSUD didokumentasikan, dan kegiatan 

didistribusikan 
Keterangan 
Kolom a diisi dengan nomor urut 
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan 

Kolom cdiisidenganBentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan 

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan 
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Permantauan 
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan 

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahann 
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Lampiran 2 

Format 2.q 

CONTOH 

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP 

Nara Perd 

Tahan Pen~lain 
Tufun Strategl 
Uruan Peerltaan 

Pemerintah Kabupaten TANGERUANG, Provins] BANTEN 
+ 2021 

t Meninglatlean derajat lesehatan mayarakat 

Uran Wafl Pela yanon Dar Bidang kKesehatan 

N 
0 

like" yo.g 
Terldentiflkal 

Kode Riilo 
Ke[di 

a 

Rislko 

Damp 
a.k 

R 

T 

p 

Rencan Reali 
a Pelan 

Pelaka an RTP 

a RTF 

Risiko Strate is Pemd 

Pelayanan kesehatan belum 
memenuhi $PM Bidang 
Kesehatan 

RSP 19.01.01 

02 
Maret Jumlah 

2020 tenaga 

kesehatan 
belu 

memadai 

(Tenaga 
laboratoriu 
m, dokter, 
tenaga 
keseha tan 

Kematia [Diisi Rekrutmen 
n Bayi tdengan tenaga 

eteran#au honorer 
tam bahan kesehatan 
n 

Hwulan 

Iv 

Oatober 2020 Telah 
dilaksanaka 

n, efektifitas 
re belum 

dapat diuku 

Masalah/Risiko Baru 

I Rielleo Strategls Dina 
Kesehatan 

LSarana pendukung ANC RS0.19.01.05. Tidak Tidak Tidak Tidak Evaluasi atas Triwulanl Maret 2020 Telah 
kurang memadai 03 Terjadi Terjadi Tejadi Terjadi implementasi SOP dilaksauna.ka 

Kaibrasi Alat n dan 
ditindaklanj 
uti 

Evaluasi atas Triwulan II Apr-I9 Telah 
implementasi dilaksanakca 
Standar n dan 
Pelayanan ditindaklanj 
Pus.kesmas uti 

Masalah/Risik Baru 

II iik Operosional Dina 
Keehata 

L,Data bu hamil miskin yang RO0.19,01.05 Tidak Tidak Tidak Tidak Evaluasi atas riwulan IL Apr-I9 Tela.h 
belum memiliki jaminan 02 Terjadi Terjadi Terjadi erjadi implementasd dilaksanaka 
kesehatan lainnya dari (Permenes 
kecamatan dan kelurahan Nomor 3 Tabun 
belurn ada 2020 
Masalah/Risiko Baru: 

eh. 

Kolom a diisi dengan omor rut 
Kolom b diisi dengan 
risiko yang 
teridentifikasi Kolom c 
diisi dengan kode risiko 
Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan 
Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan 
Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan 
Kolom g diisi dengan keterangan tambahann 
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Lampiran 2.1 

CONTOH 
KODE RISIKO 

Tingkat 
Tahun 

Jenis 
Entitas/OPD Nomor urut 

Kode 
Risiko 

Pela.ksanaan 
Risiko 

yang di 

Penilaian Risiko Menilai Entitas/OP 
D 

RSP 19 01 01 01 RSP.19.01.01.0 
l 

RSO 19 02 05 01 RS0.19.02.05.0 
l 

ROO 19 03 25 01 RO0.19.03.25. 
01 

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut 
RSP Strategis Pemda 
RSO Strategis OPD 
ROO Operasional OPD 

Pertanian 
26 Pariwisata 
27 

Jenis Risiko mcnggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut 
01 Pendidikan 21 Persandian 
02 Kesehatan 22 Kebudayaan 
03 PU dan Tata Ruang 23 Perpustakaan 
04 Perumahan dan Kawasan Permukiman 24 Kearsipan 
05 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan 25 Kelautan dan perikanan 

Perlindungan 
Masyarakat 

06 Sosial 

07 Tenaga Kerja 
08 Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan 

Anak 
09 Pangan 
10 Pertanahan 
11 Lingkungan Hidup 
12 Administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil 
13 Pemberdayaan masyarakat dan desa 
14 Pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana 
15 Perhubungan 
16 Komunikasi dan informatika 
I7 KUKM 
18 Penanaman Modal 
19 Kepemudaan dan olahraga 
20 Statistik 

28 Kehutanan/Perkebunan 
29 Energi dan sumber daya mineral 

30 Perdagangan 
31 Perindustrian 
32 Transmigrasi 
33 Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif 

34 Administrasi Kesekretariatan DPRD 
35 Pembinaan dan Pengawasan 

36 Perencanaan pembangunan, litbang 
37 Keuangan dan Pendapatan 
38 Kepegawaian dan Pengembangan SDM 
39 Bencana 
40 Politik 
99 Lainnya 

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut: 
01 Pemda 
02 Sekretariat Daerah 
03 Sekretariat DPRD 

04 Inspektorat Daerah 

05 Dinas Pendidikan 
06 Dinas Kesehatan 
07 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
08 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman 
09 Satuan Polisi Pamong Praja 
10 Dinas Sosial 
11 Dinas Ketenagakerjaan 
12 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak 

18 Dinas Perhubungan 
19 Dinas Komunikasi dan Informatika 
20 Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil 

Menengah 
21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu 
Satu Pintu 

22 Dinas Pariwisata 
23 Dinas Pemuda dan Olah Raga 
24 Dinas Perindustrian 

25 Dinas Perpustakaan dan kcarsipan 
26 Dinas Pertanian 

27 Dinas Perikanan 
28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 



13 Dinas Ketahanan Pangan 
14 Dinas Lingkungan Hidup 
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
17 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana 
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29 Badan Pengelolaan keuangan, Aset Daerah 
30 Badan Kepegawaian Daerah 
31 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
32 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 
33 RSUD 

99 Lainnya 
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Lampiran II Format 3 

Contoh 

Outline Laporan/Dokumen Rencana Tindak Pengendalian 

1. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko 

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko 

Pemerintah Kabupaten Tangerang 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan 

pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan 

pengelolaan risiko pemerintah daerah. 

B. Dasar Hukum 

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan 

baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait 

ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar 

pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan 

perencanaan sarnpai ke pelaporan pengelolaan risiko. 

C. Maksud dan Tujuan 

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya 

pengelolaan risiko di pemerintah daerah. 

D. Ruang Lingkup 

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi 

batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko 

pemerintah daerah. 

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan 

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini 

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei 

persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi 

lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada 

pemerintah daerah. 
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B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian 

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna 

memperbaiki Lingkungan pengendalian yang 

mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di 

pemerintah daerah. 

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian 

A. Penetapan Konteks/Tujuan 

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis 

pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat 

memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan 

mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi 

dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional 

lainnya. 

B. Hasil ldentifikasi Risiko 

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap 

atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, 

penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko 

apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat 

dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak 

risiko, serta penerima dampak risiko) 

C. Hasil Analisis Risiko 

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil 

Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang 

merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan 

dari risiko yang sudah diidentifikasi. 

D. Pengendalian yang sud ah dilakukan 

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian 

yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait 

dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani 

(dikelola) dari hasil analisis risiko. 

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan 

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang 

masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing­ 

masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena 

masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang 

sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. 
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IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi 

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang 

dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan 

pengendalian sesuai yang diinginkan. 

V. Rancangan Pemantauan 

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan 

untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya 

dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan 

berjalan efektif 

VI. Penutup 

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan 

risiko Unit Pemilik Risiko. 

Lampiran 

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga 

RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya). 
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2. Pelaporan Berkala Pengelolaan Rlsiko 

2. 1. Pelaporan Unit Pemllik Risiko (UPR) 

Laporan Triwulan I/II/III/IV 

Pengelolaan Risiko 

Pemerintah Kabupaten Tangerang 

• I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan 

pengelolaan risiko serta gambaran umum 

pengelolaan risiko pemerintah daerah. 

B. Dasar Hukum 

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik 

yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun 

peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko 

pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke 

pelaporan pengelolaan risiko. 

C. Maksud dan Tujuan 

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya 

pengelolaan risiko di pemerintah daerah. 

D. Ruang Lingkup 

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan 

konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah. 

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah 

Daerah 

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah 

Triwulan 1/ll/lll/lV 

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap 

risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. 

Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari 

periode triwulan sebelumnya. 

laporan 

kebijakan 
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B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah 

Triwulan 1/11/lll/IV 

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap 

risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan 

juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana 

kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya. 

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan 

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala 

atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau 

hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan 

realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah. 

IV. Monitoring Risiko dan RTP 

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko 

dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan 

pemantauan RTP pada triwulan terse but dan dari hasil monitoring 

ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan 

RTP untuk periode triwulan berikutnya. 

V. Penutup 

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan 

pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan 

dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan 

risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan 

pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan 

kinerja pemerintah daerah. 

Lampiran-Lampiran 
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2.2.  Pelaporan Unit Kepatuhan 

Laporan Triwulan I/II/III/IV 

Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko 

Pemerintah Kabupaten Tangerang 

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan 

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko 

terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan 

dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR 

kepada unit kepatuhan. 

B. B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan 

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi 

pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang 

menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit 

kepatuhan. 

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR 

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas 

pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian 

yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk 

memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah 

dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan 

terhadapkegiatan pengendalian yang dibutuhkan, 

bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung 

jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi 

waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam 

pemantauan kegiatan pengendalian. 

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR 

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas 

kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta 

rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan 

kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada 

UPR. 

Lampiran-Lampiran 
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2.3.  Pelaporan Komite Pengelolaan 

Laporan Triwulan 1/11/111 

Komite Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Tangerang 

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan 

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko 

terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan 

dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR 

kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan 

pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang 

meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan 

pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. 

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan 

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi 

pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang 

menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit 

kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam 

kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah 

daerah. 

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah 

Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR 

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap 

pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu 

juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu 

instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi 

langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko 

dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan 

pemantauan berkala oleh unit kepatuhan. 
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D.  Rekomendasi/ Feedback bagi UPR 

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas 

kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun 

teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan 

risiko pemerintah daerah kepada UPR. 

Lampiran-Lampiran. 

TANGERANG, 

A. ZAKI ISKANDAR 


